
   

 

BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAN KABUPATEN PATI 

NOMOR 15 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 17 

TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT 

BANK DAERAH PATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang :  a. bahwa jumlah modal disetor atas penyertaan modal 

(investasi) daerah kedalam PD. BPR Bank Daerah Pati telah 

memenuhi besarnya modal dasar Bank sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 

17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati; 

b. bahwa penambahan penyertaan modal (investasi) daerah 

sebagai modal disetor bank untuk memperkuat kecukupan 

modal dengan semakin berkembangnya volume usaha 

bank; 

c. bahwa agar Pemerintah Kabupaten Pati dapat menambah  

penyertaan modal (investasi) daerah kedalam PD. BPR Bank 

Daerah Pati maka perlu perubahan besaran modal dasar 

bank;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 

Agustus 1950) 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2387); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3472) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5589);  



8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4724); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4579);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik 

Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 

Daerah Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 

Tahun 2007); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28); 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI  

dan 

BUPATI PATI 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 17 TAHUN 

2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN 

RAKYAT BANK DAERAH PATI. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Bank Daerah Pati (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 16) diubah, sehingga Pasal 

10 sebagai berikut: 

Pasal 10 

 

(1) Modal dasar PD. BPR Bank Daerah Pati ditetapkan sebesar 

Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

(2) Pemerintah Daerah setiap tahun berkewajiban 

menyediakan dana sebagai modal disetor sampai dengan 

terpenuhinya modal dasar yang telah ditetapkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 

kemampuan keuangan Daerah.  

(3) Modal dasar dan/atau modal disetor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan kekayaan 

Daerah yang dipisahkan. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



SIT! SUBIATI, SH 
Penata Tingkat I 
NIP. 19720424 199703 2 010 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengudangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. 

 

 

     Ditetapkan di Pati 

     pada tanggal 17 Desember 2014 

  BUPATI PATI, 

       TTD. 

  HARYANTO 

Diundangkan di Pati 

Pada tanggal 17 Desember 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

      TTD.      

                DESMON HASTIONO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2014 NOMOR 15 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : 

(267/2014) 

 


